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JOURDA BRAHMA SUYONO PUTRA, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, Maret 2018, KECUKUPAN 2 (DUA) ALAT BUKTI SEBAGAI DASAR 
PENETAPAN TERSANGKA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI, Dr. Bambang 
Sugiri, S.H, M.H, Mufatikhatul Farikhah S.H, M.H 
Pada skripsi ini penulis bertujuan untuk memberikan analisis mengenai 
Kecukupan 2 (Dua) alat bukti sebagai dasar menetapkan seseorang sebagai Tersangka 
dalam tindak pidana Korupsi. Pemilihan tema tersebut karena di dalam proses 
pembuktian tindak pidana korupsi, terdapat suatu permasalahan dimana belum adanya 
suatu aturan yang secara tegas dan jelas terkait penjelasan mengenai parameter alat 
bukti, agar dapat dikatakan cukup dalam menentukan seseorang sebagai tersangka 
khusunya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, sehingga dalam hal ini 
menyebabkan banyaknya permohonan pemeriksaan praperadilan yang dimohonkan 
oleh seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan alat bukti yang 
digunakan sebagai dasar penetapan tersangka, masih belum dapat dianggap sebagai 
alat bukti yang sah dan memiliki nilai kekuatan pembuktian. 
Berdasarkan hal tersebut diatas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : 
(1) Kapankah 2 (Dua) alat bukti dikatakan cukup dalam menetapkan seseorang sebagai 
tersangka ? (2) Bagaimana penerapan 2 (Dua) alat bukti yang cukup sebagai dasar 
penetapan Tersangka tindak pidana korupsi di dalam praktek Peradilan di Indonesia ?  
Kemudian jenis metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah dengan menggunakan metode penelitian Yuridus Normatif dengan 
menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (statue Approach), 
pendekatan Kasus (Case Approach), dan dan pendekatan Konseptual (Conseptual 
Approach), dimana bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis 
akan di analisis menggunakan penafsiran Gramatikal dan Penafsiran Sistematis. 
Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas, penulis mendapatkan 
jawaban bahwa  2 (dua) alat bukti dapat dikatakan cukup ketika 2 (dua) alat bukti yang 
sah tersebut, dapat memilki nilai pembuktian yang mengacu bahwa alat bukti di 
dapatkan dari suatu proses yang sah, bersifat saling melengkapi, memiliki kesesuaian 
untuk menduga sesesorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. 
Selanjutnya, penjelasan pasal-pasal di dalam KUHAP dan peraturan Perundang-
undangan lain terkait 2 (dua) alat bukti yang cukup sebagai dasar penetapan tersangka 
sebenarnya sudah cukup jelas. Namun dalam upaya penetapan tersangka yang 
dilakukan oleh KPK sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana 
Korupsi, terdapat kekurang cermatan KPK dalam menentukan aspek aspek pembuktian 
terkait alat bukti tersebut, sehingga alat bukti tersebut, dianggap tidak memiliki nilai 






JOURDA BRAHMA SUYONO PUTRA, Criminal Law, Faculty of Law, 
Brawijaya University, March 2018, ADEQUACY 2 (TWO) EVIDENCE AS A BASIS 
FOR DETERMINATION OF SUSPECTS IN Corruption, Dr. Bambang Sugiri, S.H, 
M.H, Mufatikhatul Farikhah S.H, M.H 
 
In this thesis the author aims to provide an analysis of Sufficiency 2 (Two) 
evidence as the basis of establishing a person as a suspect in a criminal act of 
Corruption. The selection of the theme is because in the process of proving corruption 
crime, there is a problem where there is no clear and clear rules related to the 
explanation of the parameters of evidence, in order to be able to say enough in 
determining a person as a suspect especially in the criminal act of corruption in 
Indonesia, in this case causing a large number of pretrial hearings petitioned by a 
person designated as a suspect in connection with the evidence used as the basis for the 
determination of the suspect, still can not be considered as valid evidence and has a 
value of evidentiary power. 
Based on the above, this paper raises the formulation of the problem: (1) When 
will 2 (Two) evidences be said enough in setting someone as a suspect? (2) How is the 
application of 2 (Two) sufficient evidences as the basis for the establishment of the 
suspect of corruption in the practice of the Indonesian Courts? 
Then type of research method used by writer in this research is by using 
research method of Yuridus Normatif by using approach approach of Law (statue 
Approach), Case Approach and Conseptual Approach, where the material of primary 
law, secondary and tertiary obtained by the author will be analyzed using Grammatical 
interpretation and systematic interpretation. 
From the results of research using the above method, the authors get the answer 
that 2 (two) evidences can be said enough when 2 (two) valid evidence, it can have the 
value of proof that refers to the evidence obtained from a legitimate process, 
complement each other, have a suitability to suspect that someone has fulfilled the 
elements of corruption. Furthermore, the explanations of the articles in the Criminal 
Procedure Code and other laws and regulations relating to 2 (two) sufficient evidences 
as the basis for the determination of the suspect are already quite clear. However, in 
the effort to establish suspects conducted by KPK as law enforcement officers in 
handling corruption crime, there is a lack of reflection of the KPK in determining 
aspects of evidentiary aspects related to such evidence, so that such evidence is 
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